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Kesuksesan implementasi desa pintar dilandasi dari keberhasilan desa melakukan transformasi digital 
dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pendorongnya. Akibatnya, desa 
memerlukan sebuah pusat pengembangan TIK yang lebih dikenal dengan istilah telecenter. Telecenter 
berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi desa dengan TIK sebagai kuncinya. Di 
Indonesia, pendirian telecenter semakin marak tapi hingga saat ini dirasa masih belum menunjukan 
keberhasilannya. Kesulitan yang muncul yakni, kendala infomobilisation dan pengelolaan keuangan 
untuk membayar konektivitas, pemeliharaan peralatan dan gaji staff telecenter. Tujuan penelitian ini, 
menyediakaan model pengembangan telecenter berbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) yang 
didasari teori organisasi hibrida. Pendekatan penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan studi 
kasus Desa Lamahu, Bone Bolango, Gorontalo. Proses pengumpulan data melalui wawancara, dan 
hasil wawancara dianalisis secara interprestasi berdasarkan teori organisasi hibrida. Hasil penelitian 
didapatkan bahwa pengembangan telecenter ini perlu meninjau 3 aspek yakni (1) pendirian telecenter 
harus memiliki misi sebagai usaha sosial yang bergerak dalam implementasi teknologi tepat guna 
berbasis TIK, (2) telecenter berbentuk BUM Desa berbadan hukum sehingga berpeluang untuk 
memperoleh sumber keuangan yang berasal dari eksternal (swasta) maupun internal (dana desa) dan 
terakhir (3) sumber daya manusia telecenter harus melibatkan masyarakat desa asal agar dapat 
membantu efektivitas interaksi dan memastikan keberlanjutan adopsi TIK. 
 




[Smart Village Indonesia: Model of Telecentre Development] The success of the implementation of 
smart villages is based on the success of the village in carrying out digital transformation with 
Information and Communication Technology (ICT) as the driver. As a result, villages need an ICT 
development center which is better known as telecentre. Telecentres contribute to the social and 
economic development of villages with ICT as the key. In Indonesia, the establishment of telecentres is 
increasingly prevalent, but until now it was felt that it still did not show its success. The difficulties that 
arise are, constraints on information and financial management to pay for connectivity, equipment 
maintenance and telecentre staff salaries. The purpose of this study is to provide a telecentre 
development model in the form of a Village-Owned Enterprise based on hybrid organizational theory. 
This research approach was carried out qualitatively with a case study of Lamahu Village, Bone 
Bolango, Gorontalo. The process of collecting data through interviews, and the results of interviews 
were analyzed by interpretation into hybrid organizational theory. The results showed that the 
telecentre development needs to review 3 aspects, namely (1) the establishment of telecentres must have 
a mission as a social enterprise engaged in the implementation of ICT-based appropriate technology, 
(2) telecentres in the form of a legal entities Village Owned Enterprise so that they have the opportunity 
to obtain financial resources from  external (CSR) and internal (village funds) and finally (3) telecentre 
human resources must involve the village community from origin so that they can help the effectiveness 
of interaction and ensure the sustainability of ICT adoption. 
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1. PENDAHULUAN 
Terwujudnya desa pintar didasari dari 
kesuksesan dalam melakukan transformasi digital yang 
didorong oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK) [1]. Oleh karena itu diperlukan pusat TIK untuk 
masyarakat pedesaan yang dikenal dengan istilah 
telecenter [2]. Telecenter merupakan sebuah tempat 
dan layanan yang berkaitan dengan TIK untuk 
mengatasi masalah kesenjangan informasi dan digital 
[3]. Jadi, telecenter ini mempunyai kontribusi dalam 
pembangunan sosial dan ekonomi khususnya di 
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pedesaaan dengan TIK sebagai kunci pembangunannya 
[4]. 
Di Indonesia, implementasi telecenter semakin 
marak dengan tujuan yang sama yakni mempercepat 
akses informasi sehingga mempermudah penyebaran 
pengetahuan dan secara nyata mampu meningkatkan 
daya saing dan taraf perekonomian masyarakat [5]. 
Pengembangan telecenter di Indonesia pernah 
dilakukan oleh The United Nations Development 
Programme (UNDP) dan Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas) [6]. Jawa Timur 
adalah salah satu provinsi di Indonesia yang pernah 
menerapkan telecenter bahkan sampai dengan tingkat 
kabupaten, akan tetapi muncul kesulitan yaitu dalam 
menghasilkan infomobilisation dan pengelolaan 
keuangan untuk membayar konektivitas, pemeliharaan 
peralatan dan gaji staff telecenter [7]. Hingga saat ini, 
program telecenter ini dirasa masih belum 
menunjukkan keberhasilannya.  
Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan 
model pengembangan telecenter dalam bentuk Badan 
Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang didasari dari teori 
organisasi hibrida. Program BUM Desa ini diharapkan 
menjadi primadona dalam upaya menanggulangi 
penguatan ekonomi desa [8]. Salah satu jenis usaha 
yang dapat dikelola melalui BUM Desa adalah serving 
yakni usaha sosial yang menyediakan pelayanan publik 
kepada seluruh masyarakat desa [9]. Usaha sosial ini 
tentunya lebih berorientasi pada perubahan sosial yang 
lebih baik bukan keuntungan atau kepentingan pemodal 
[10]. Dasar ini dapat dijadikan landasan untuk 
mendukung implementasi telecenter di desa Indonesia. 
Oleh karena itu, diperlukan model pengembangan 
telecenter melalui BUM Desa. Harapannya, model ini 
dapat digunakan acuan pemeritahan desa dalam 
mendirikan dan mengelola telecenter sehingga 
terwujud desa pintar di Indonesia. 
   
2. BAHAN DAN METODE 
Kemunculan program desa pintar diakibatkan 
adanya kesenjangan pembangunan antara perkotaan 
dengan pedesaan, yang dimana masyarakat pedesaan 
membutuhkan konektivitas digital yang lebih baik [1]. 
Berdasarkan penelitian terbaru, tolak ukur kesenjangan 
digital ini dipersepsikan sebagai bentuk kemudahan 
akses informasi oleh masyarakat melalui komputer dan 
internet [11]. Tidak dipungkiri, bahwa internet menjadi 
infrastruktur utama dalam proses transformasi digital 
pada desa pintar [1] dan telah mengubah secara drastis 
cara berinteraksi antar manusia baik dalam kehidupan 
profesional hingga sosial [12]. Menyiasati kondisi ini, 
maka diperlukan peningkatan pendirian telecenter 
untuk memecahkan masalah pelayanan publik di 
pedesaan memanfaatkan TIK [13] terutama internet.  
Telecenter diusulkan untuk beroperasi sebagai 
pusat TIK masyarakat multiguna yang menawarkan 
layanan pemerintahan (e-government), menyediakan 
informasi transaksi dan hak pelayanan publik 
masyarakat lainnya [14]. Hal lain yang perlu diketahui, 
bahwa telecenter merupakan inisiatif nirlaba berbentuk 
akses publik ke komputer dan internet dengan tujuan 
pengembangan masyarakat [15]. Keberlanjutan 
telecenter ini perlu didukung oleh pemerintah dan 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) [16]. Adapula, 
banyak telecenter di Negara berkembang mengadopsi 
usaha sosial atau social outsourcing business untuk 
menawarkan barang atau layanan TIK [17]. Hal ini 
yang mendasari bahwa desa di Indonesia dapat 
mendirikan telecenter berbentuk BUM Desa dengan 
fokus usaha pelayanan publik berbasis TIK.  
Pendirian BUM desa di Indonesia diatur melalui 
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) 
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 yang pada 
salah satu pasalnya yaitu pasal 19 menyatakan bahwa 
BUM Desa dapat menjalankan usaha sosial sederhana 
yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat 
[18]. Model usaha sosial ini berorientasi untuk 
pencapaian tujuan sosial dan tidak mengutamakan 
perolehan laba atau laba yang diperoleh dimanfaatkan 
untuk kepentingan sosial [19]. Bentuk usaha sosial ini 
berupa agen atau komunitas lokal yang menyediakan 
bantuan secara mandiri, mengerjakan proyek khusus 
dan menyediakan sumber daya manusia untuk 
masyarakat [20]. Keberlanjutan usaha sosial ini dapat 
dimanfaatkan sebagai mata pencaharian terutama 
generasi muda di desa [21]. 
Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan 
kualitatif dengan cara studi kasus di desa Lamahu, 
Bone Bolango, Gorontalo. Desa Lamahu telah 
melakukan transformasi digital berupa pembangunan 
infrastruktur TIK pada bidang kelembagaan desa, 
keamanan, kesehatan, ekonomi dan pendidikan [1] 
melalui unit BUM Desa Lamahu Multimedia. Tahapan 
pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara 
dengan kepala desa. Kemudian, hasil wawancara 
dianalisis untuk membentuk model pengembangan 
telecenter berbentuk BUM Des. Pelaksanaan analisis 
dengan cara interprestasi hasil wawancara terhadap 
teori usaha sosial sebagai hybrid organizations 
(organisasi hibrida) yang ditunjukan pada Tabel 1. 
Usaha sosial dikatakan organisasi hibrida karena 
memiliki karakteristik misi ganda yaitu keberlanjutan 
ekonomi dan sosial [22]. 
 
Tabel 1. Teori dasar usaha sosial sebagai organisasi 
hibrida [22] 
Aspek Keterangan 
Misi Digunakan sebagai tujuan bisnis sosial, 
mengelola tuntutan pemangku 
kepentingan, mempertahankan 
legitimasi, dan mengembangkan 




Usaha sosial dianggap sebagai klien 
yang kurang layak oleh lembaga 
keuangan, karena kurangnya 
pemahaman usaha sosial dan nilai sosial 
sehingga akses sumber daya keuangan 
terbatas.  







Terbatasnya sumber daya keuangan 
mempengaruhi penerimaan gaji atau 
upah pelaku usaha sosial, sehingga 
perlu kesadaran manusia yang memiliki 
kompetensi atau ketrampilan agar dapat 
digabungkan dengan tujuan sosial dan 
komersial. 
  
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Organisasi hibrida merupakan Social Entreprise 
(SE) yakni organisasi yang bukan untuk mencari 
keuntungan pribadi melainkan untuk menghasilkan 
eksternalitas sosial dan lingkungan yang positif [23]. 
SE atau usaha sosial dalam konsep organisasi hibrida 
terdiri dari 3 aspek meliputi (a) misi usaha, (b) sumber 
daya keuangan dan (c) sumber daya manusia [22]. 
Berikut penjelasan dari setiap aspek dan visualisasi 
model pengembangan telecenter digital ditampilkan 
pada Gambar 1. 
a. Misi usaha 
Misi utama dari pendirian telecenter di desa 
adalah meningkatkan perekonomian dan sosial 
masyarakat desa melalui TIK. Kegiatan telecenter ini 
dianggap sebagai usaha sosial yang menjual barang 
atau layanan TIK [17]. Sesuai dengan aturan 
Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 pasal 19 bahwa 
pemerintah desa dapat mendirikan BUM Desa dengan 
jenis usaha sosial berupa teknologi tepat guna. 
Pembangunan desa berbasis TIK merupakan wujud 
penerapan teknologi tepat guna [24]. 
b. Sumber daya keuangan 
Pendirian telecenter di desa disarankan dalam 
bentuk unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum, 
hal ini juga mengacu pada Permendes PDTT Nomor 4 
Tahun 2015 pasal 7. Adanya payung hukum, unit usaha 
BUM Desa tersebut diakui secara hukum dan 
pemerintah sehingga dapat menjalin kemitraan dengan 
pihak pemerintah maupun swasta. Kemitraan ini dapat 
dijadikan peluang untuk menambah sumber daya 
keuangan dari eksternal. Sedangkan dari internal, 
terdapat dana desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014). 
Jadi, sumber daya keuangan untuk mengelola BUM 
Desa dapat berasal dari eksternal dan internal seperti 
yang diutarakan kepala desa Lamahu berikut: 
“pertama kali melakukan implementasi teknologi 
digital di Lamahu, pendanaannya berasal dari CSR 
(salah satu perusahaan telekomunikasi) secara penuh. 
Ketika itu belum ada pemikiran penggunaan dana desa 
untuk implementasinya. Proses pencairan dana 
tersebut, kami diminta membentuk unit usaha berbadan 
hukum. Akhirnya kami bentuk Lamahu Multimedia ini 
melalui notaris. Selanjutnya, melalui musyawarah desa 
unit usaha ini kami masukkan ke BUM Des. Melalui 
BUM Des ini, kami buat program kerja 
pengembangan, pengelolaan dan perawatan sistem 
informasi desa dengan sumber anggaran yang berasal 
dari dana desa.” 
 
c. Sumber daya manusia 
Implementasi telecenter membutuhkan manusia 
sebagai inti manajemen [25]. Sumber daya manusia ini 
lebih baik melibatkan masyarakat desa asal sebagai 
bentuk pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan 
masyarakat desa asal menjadi keuntungan tersendiri 
dalam pelaksanaan telecenter. Mengingat, karakteristik 
telecenter yakni berbagai sumber daya TIK dalam 
bentuk pendidikan, pelatihan, komunikasi dan 
pengembangan bisnis yang dilakukan oleh anggota 
telecenter [26]. Adaya keterlibatan sumber daya 
manusia desa asal akan membantu interaksi yang 
efektif [27]. Permasalahannya, tidak semua masyarakat 
desa asal memiliki kompetensi TIK. Sebagai alternatif, 
dapat mendatangkan pakar TIK untuk melatih 
masyarakat desa asal. Intinya, telecenter ini perlu 
melibatkan masyarakat desa asal baik berperan seperti 
manajer, operator, komite manajemen atau bahkan 
hanya menjadi partisipan saja sehingga dapat bekerja 




Gambar 1. Model pengembangan telecenter digital 
dengan pendekatan organisasi hibrida 
 
4. KESIMPULAN  
Pengembangan telecenter guna mewujudkan 
desa pintar dapat dilakukan melalui pendirian unit 
usaha berbentuk BUM Desa. Unit usaha ini bersifat 
sosial, yakni lebih berorientasi untuk tujuan sosial. 
Selain itu, melalui unit usaha sosial ini juga bertujuan 
untuk meningkatkan pembangunan ekonomi 
masyarakat desa. Adanya dua target capaian tersebut 
maka unit usaha sosial ini lebih dikenal sebagai 
organisasi hibrida [17]. Melalui dasar teori organisasi 
hibrida maka telecenter dapat dikembangkan dengan 
mempertimbangkan 3 aspek antara lain (1) misi 
pendirian telecenter yakni sebagai usaha sosial yang 
bergerak dalam implementasi teknologi tepat guna 
berbasis TIK, (2) pendirian telecenter dalam bentuk 
BUM Desa dan berbadan hukum agar memiliki 
peluang untuk memperoleh sumber daya keuangan 
yang berasal dari eksternal (swasta) maupun internal 
(dana desa) dan (3) melibatkan masyarakat desa asal 
sebagai sumber daya manusia sehingga dapat 
membantu keefektifan interaksi dan memastikan 




adopsi TIK tetap berlangsung. Penelitian selanjutnya, 
perlu dilakukan pembuatan model inklusi digital oleh 
masyarakat desa asal sebagai proses mewujudkan desa 
pintar. 
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